
BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEI''AN

HOMOR 40 TAHU}I 2O1O

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAI{ BETANJA DAERAH
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DENGAII RAH|UIAT TUHAN YA\IG MAHA ESA

BUPATI SLEI,IAN,

&&limbang : bahura melaksanakan ketentuan Pasal 6 Per:afuran Daer:ah

Kabupaten $leman Nomor 15 Tahun ZAfi tentang Anggar:an

Pendapabn dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daenah TafrunAnggaran ZA11;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah l(abupten dalam Lir kungan Daerah lstimaxa

Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 441;

{lndang-Urdang }lomor 12 Tahun 1985 tentang paiak Bumi dan

Bangunan (t-embaran Negana Republk lndonesia Tahun 19gs

lloms 68" Tarnbahan Lernbaran Negara Repubrik rndonesia

Nomor 3312', sebagaimana telah diubah dengan Undang,undang

ilornor 12 Tahun 1994 {Lembaran Negara Repubrik Nndonesia

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

lrdonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1gg7 tentang Bea perolehan

Hak Ahs Tanah dan Sangunan {Lembanan Negar:a Republik

lndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nsmor 3SSS) sebagaimana telah diubafr

dengan Undang-Undang Nomor Z0 Tahun 2000 tentang Bea

Perdehan Hak Aias Tanah dan Bangunan (Lembamn Negara

2.

3.



RepHik lndonesia Tahun 2o0s Nornor tza, Tambahan

Lembran illegara Republik lndonesia Nomor 39gg);

4. undang-undang Nomor 28 Tahun lggg tentang penyelenggar:aan

t-tegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 19gg

f'lorrsr 75, Tambahan lernbaran Negara Republik lndonesia

Nsmor 3E51);

5- undang-undang Hcmor 17 Tafrun zggS tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun z00g
Nomor 47, Tambahan l-embaran Negara Republik lndonesia

Nomor a286);

6- undang-undang Nornor| Tahun zOM tentang perbndaharaan

Negara (Lembraran Negara ReBublik lndonesia Tahun 2004

Itlomor 5, Tambahan Lernbaran f{egara ReBublik lndonesia

Nomora355);

7" undang-undang lrlomor t5 Tahr"rn 2004 tentang pemeriksaan

Pengetolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Negara

{Lemfaran Nqara Republik lndonesia Tahun zgo4 Nomor 66,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

8- undang,-undang Nomor zs rahun 2004 tenbng sistem
Perenenaan Pembangunan Nasisnal (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 20S4 Nompr 2O6, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesis Nornor 39FZ);

s" undangrundang Nornor 32 Tahun ?gw ter:€ng penrer,intahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zoe4

Nnmor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4437'I sebagaimana telah diubah terakhir dengan

undang-undang Nornor rz rahun zoOs tentang Ferubahan
Kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun zaa4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4844);

10. undang-undang Nomor 33 Tahun 2oC4 tentang perimbangan

Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daenah

(Lembaran Negar:a Republik lndonesia Tahun 2oa4 Nornor 126,

Tambahan Lernbaran Negam Republik lndanesia Nomor 443s);
1 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah

dan Rebibusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia



Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5Mg);

l2.Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan

Mulai Serlakunya Undang-Undang 'N950 Nomor 12, 13, 14, dan 15

dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa

Timur/Tengah/Barat dan Daerah lstimewa yogyakarta {Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 59);

13-Pemturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2Do4 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan pimpinan den Anggota Dewan

Penrakilan Rakyat Daerafr {Lernbaran Negara Repubrik lndonesia

Tahun 2aa4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Repubtik

l*donesia Nomor 4416) sebagaimnana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2aal
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Frotokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Daaran Ferwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zaar Nomor 47,

Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 47121;

14. Peraturan Pemerintah Nomor zz rahun 200s tentang

Pengelolaan lGuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor  S;BZ\;

l5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun z00s tentang standar

Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubtik

lndonesia Nornor,4503);

l6.Peraturan Femerintah Nomor s4 Tahun 2005 tentang pinjaman

Drerah (Lembaran Negara R+pubtik Indonesia Talrun a00s

Nomor' 136, Tambahan t-embaran Negara Republik tndonesia

Nsrnor 45741;

lT.Peratunan Pemerfntah Nomor ss rahun 200s tentang Dana

Perimbangan {Lembamn Negara Republik rndonesia Tahun 2009

Nomor 137, Tambahan Lembanan Negana Republik lndonesia

Nornor 4575):

18. Peraturan Pemerintah Nomor s6 Tahun 200s tentang sistem

lnfiarmasi Keuangan Daerah {Lernbaran ilegara Republik
lndonesia Tahun zoos Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

RepuHik lrdonesia Nomor aSTS};



l9.Peraturan Pemerintah Nomor 5z rahun 2005 tentang Hibah

{Lemhran }lsgara Republik lndonesia Tahun 2oo5 lrlomor 13g,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4srr};
2O.Peraturan Pemerintah Nornor 5g rahun 200s tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun z00s frlsrnor 140, Tarnbatran Lernbaran

Negara Republik lndonesia Nomor 45ISi;

Z'l.Peraturan Pernerinhtr Nornor 65 Tarrun zosS tentang pedoman

Penyusunan dan Penerapan standar pelayanan Minimal (Negara

Republik lndonesia Tafiun 200s Nornor 1F0, Tambalran

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4SgS);

Z2.Peraturan Fernerintah Nomor 7g rahun 2005 ter*ang pedoman

Pembinaan dan Pengawasan penyerenggaraan pemerintahan

Daerah {Lembaran Negana Republik rndsnesia Tafrun 2o0s
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentang pelaporan

l{euangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah {:Lernbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 4006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Repubtik lndonesia hlomor 4614;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedorntrr Pengelolaan l(euangan Daerah sebagairnana telafr

diubah dengan Feraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 59

Tahun 2W7;

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010tentang

Homan Penysunan Anggaran Fendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2A1\
26.Perafuran saerah lQbupaten sleman l{ornor 19 Talrun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
.&'rggoda Selrvan Per$Ekilan Rakyat Daerah l(abupaten sleman
(Lembaran Daerah Kabupaten s{eman Tahun 2oo4 Nomor 23

seri Ei sebagraimana telah diubah temkhir dengan peratumn

Daerah Kabupaten sleman Nomor 7 Tahun zaa7 (Lembaran

Daerah Kabupten $leman Tahun 20SZ No:mor 2 Seri €);
27. Peraturan Daerah Kabupaten sreman Nornor T Tahun 2oas

bntang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Baerah
l(abupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);



2S.Peraturan Daerah lGbupaten sleman Nomor 15 Tahun zala
ffirg Anggaran Pendapatan dan Beranja Daeratr tGbupaten
Sleman Tahun Anggaran 2Q11;

$TEMT'TUSI{AN:

MENCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PSNDAPATAN DAf{ BEIANJA DAERAH TAHUN AT{GGARAff z}fi.

Fasal 1

Anggramn Perdapdan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2S11 tedirf atas:
1. Pendapatan:

a. perdapahn asli daerah sebesar ........ Rp 199.719.s61"493,79

b. dana perimbangan sebesar ....... Rp 749"767.119.34A,00

c- lain-lain pendapatan yang satr s€besar ... Bn_l-Og25tgg4€64.04
Jumlah Pendapatan Rp1.O42.TA9.6ZS.A00,83

2. Be{anja:

a belanja tidak langsung

1) balanp pegamnai . Rp 633.066.626.173,11

2) betanja bunga Rp 144.000.000,00

3) belanja subsidi... "....."..... Rp 0"0O

4) belanja hibah Rp 14.127"5A0"000,00

5) hlanja bantuan sosial ... ,Rp 29.541.199.225,00

6) belanja bagihasil Rp 16.316.145.467,eA

7j belania bar$uan keuangan Rp {F.OO0.?0CI-OO0,00

8) belanja tidak terduga Ro ,.. **7*0*?A1.3?ggg
Rp 711.900.392.185,11

b belanja langsung

1) belanja pegawai Rp ZT:DggB??."672,00

2\ belanja barang dan jasa.. ............... Rp 191,694.686.953,0CI

3) belanja modal Bp_l_&&s54J24,75st0g
Rp 377.277.734.380,00

Jumlah belania sebesar Rp1.089.179.126-s65,11

defisit sebesar ......".... Rp 46.438.450.764,2&

3. Pembiayaan:

a penerirnaan sebesar ........... Rp 60.12$.45g.Tg4,2g
b pengeluanaantssbsar. np. 13.238"0CICI.090"00

Jumlah pembiayaan netto Rp 46.499.450.764,29

Sisa btlih pernt{ayaan anggaran tahun berkenaan .. Rp 0.00



Pasaf 2

Rit'€k#n perd*arar Anggaran Pendaptan dan Belanja Daer.afr sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercanturn delarn tampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabarun Anggeran Fendapatan dan Belanja Daer:afr sebagafmana dimaksud dalam
Pasa{ 1 dirinci tebifr lanjt dalam Lampiran ll pemturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 rnerupakan bagian )r3ng
ffak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan per{abaran Afiggaran Pen'dapaten dan Belcnja Daerah yang ditetapkan
dalam PBmturan Bupati ini dituangkan lebih tanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggararl satuan keria perangkat daerah sesusi dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 6

Peraturan Fupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Nar setiap oltlng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pemturan Bupati ini
dengan penemphn ddam Eerita Daerah lGbupaten Slernan.

Ditetapkan di $leman
pada hnssal, ag,Hi ,t$
BUPAT| SLEMAN,

Diundangkan di Sleman
pada tarlgg al 2T hr$ir COt.g,

SEKRETARIS DAERAH

I(ABUPATEN SLEilUf{,

@
SUTRISHO

BERITA NFFRAI{ I(ABUPATEN SLEFdAN TAHUN EflO. NOMOR J SERI A


